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RELOKASI PEMUKIMAN PENDUDUK BANTARAN
SUNGAI KARANG MUMUSDI KOTA SAMARINDA

Mustianto Sepriyansyah *
Abstrak

Artikel ini membahas tentang Relokasi Pemukiman Penduduk Bantaran Sungai
Karang Mumus di Kota Samarinda. Dalam pelaksanaan relokasi pemukiman
penduduk bantaran Sungai Karang Mumus mulai dari pemindahan/
pembongkaran kawasan pemukiman, penyiapan lahan, penyuluhan dan
santunan/ pola penggantian bangunan SKM, pengadaan prasarana dan sarana
lingkungan perumahan dan pemukiman, pengadaan rumah sangat sederhana
serta pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial belum berjalan sesuai
dengan target perencanaan karena ada beberapa factor yang menghambat.
Dan dengan adanya program relokas ini dapat membantu masyarakat yang
berada di bantaran Sungai Karang Mumus untuk mendapatkan kehidupan yang
layak dari segi tempat tinggal

Kata Kunci : Sungai Karang Mumus, Relokasi, Pemukiman

Pendahuluan

Pola pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkunga
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang salinguberigan antara
tahapan pembangunan yang satu dengan tahapanaalmergifatcontinue
(berkelanjutan) artinya suatu proses pembangunarg yaerlanjut dan
dinamis yang mengharuskan pengelolaan pembanguilekuléin secara
rasional dan bijaksana dengan memperhatikan damppakerhadap
pengembangan sektor lainnya. Untuk itu, diperlukaterpaduan antara
pembangunan dengan pengelolaan lingkungan agar betgalan dalam
koridor normatif pembangunan berkelanjutan bervgandingkungan.

Samarinda adalah salah satu kota sekaligus menupika Kota
Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis Sandgarinikelilingi oleh
Sungai Mahakam dan memiliki anak sungai yaitu SuKgaang Mumus
(SKM) yang mengalir dari utara ke selatan yang m&si ditengah-tengah
Kota Samarinda serta di bantaran/ pinggiran Sukgeang Mumus banyak
permukiman masyarakat yang sangat kumuh.

Pada tahun 1989 untuk pertama kalinya dicanangkagr®m Kali
Bersih (PROKASIH) yang meliputi 15 Daerah Pengali&ngai (DPS) dan

! Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakulas [Sosial dan Ilimu Politik,
Universitas Mulawarman. Email: Mustianto_sepriyats@ymail.com
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35 ruas sungai. Kawasan Sungai Karang Mumus tekngauy mendapat
prioritas dalam program tersebut. Tindak lanjutagsanaan Program Kali
Bersih (PROKASIH) dan akibat banijir di Samarinddag#&hun 1998 maka
telah dijalankan program penurapan dan normalsasjai oleh Pemerintah
Provinsi Kaliimantan Timur dan program relokasi gaduk bantaran
Sungai Karang Mumus dari Jembatan 1 - Jembataroh Pemerintah
Kota Samarinda dengan jumlah rumah sebanyak 3.9i%h yang perlu
direlokasi.

Tetapi sejak bergulirnya program penanganan peramatian
pemukiman/ relokasi pada daerah bantaran SungaingaMumus yang
dimulai sejak tahun 1998 sampai dengan sekarangmbdhpat teralisasi
semuanya. Terhitung mulai tahun 2000 hingga 2008ram relokasi yang
telah terlaksana baru 1.356 rumah yakni dari Jesmbat s/d Jembatan
Kehewanan Beberapa daerah yang menjadi tempat relokasi wgagg
bermukim di bantaran Sungai Karang Mumus yang tdiaklokasi antara
lain, Perumahan Bengkuring, Sambutan Idaman PerSaanbutan Asri,
Handil Kopi, Damanhuri, dan Talang Sari, sehinggaltyang masih belum
di bongkar dari program relokasi yang akan dilakkan oleh Pemerintah
Kota Samarinda sebanyak 2.559 bangunan rumah.

Kerangka Dasar Teori
Relokasi

Dalam buku yang berjudul Analisis dan Evaluasi HukWertulis
Tentang Cara Kegiatan Perombakan Rumah PemukimamuKuwbidalam
Perkotaan (Paulus Wirotomo,1996:11), menjelaskamwbha pengertian
relokasi adalah perumahan dan pemukiman kumuh ja@kasinya tidak
sesuai dengan tata ruang wilayah yang telah dkentupenanganannya
dilakukan dengan relokasi ke lokasi perumahan danugiman lain yang
telah ditentukan dan dipersiapkan sesuai dengampidkannya.

Ridlo (2001:96) menjelaskan bahwa prosedur yargnguh dalam
pelaksanaan relokasi yaitu :

1. Pendekatan yang interaktif kepada masyarakat yamgra relokasi
dalam rangka menginformasikan rencana proyek rsidgkesebut.

2. Pembentukan forum diskusi warga sebagai wadah umtakggali
respon, aspirasi warga dan peran serta warga dadayek relokasi.
Kegiatan forum diskusi ini dilaksanakan mulai d@@rencanaan
hingga terlaksananya proyek.

3. Pekerjaan fisik berupa pengukuran yang bermanfagt penentuan
besarnya kompensasi bagi masing-masing warga, gganyiprasarana
dan sarana lingkungan dilokasi yang baru.
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4. Penyusunan rencana penempatan lokasi rumah temggalt baru
dengan memperhatikan aspirasi warga.

Pemukiman

Pengertian dasar permukiman dalam Undang-Undand bNdwun
2011 adalah bagian dari lingkungan hunian yangrteaths lebih dari satu
satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sésiitggs umum, serta
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawapankotaan atau
kawasan perdesaan.

Menurut Koestoer (1995:45) batasan permukiman hdalkait erat
dengan konsep lingkungan hidup dan penataan riRergaukiman adalah
area tanah yang digunakan sebagai lingkungan tertipgbal atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang menduylperi kehidupan
dan merupakan bagian dari lingkungan hidup di kaavasaan lindung baik
yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Kumuh

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umumdesikap dan
tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidiam penghasilan kelas
menengah .dengan kata lain, kumuh dapat diartiebagai tanda atau cap
yang diberikan golongan atas yang sudah mapan &egaldngan bawah
yang belum mapan

Ciri-ciri pemukiman kumuh, seperti yang diungkapkéeh prof. Dr.

Parsudi Suparlan adalah :

1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidaknawctai.

2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta pengguna@mg-
ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang maiaiaw
miskin.

3. Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume ytmggi dalam
penggunaan ruang-ruang yang ada di pemukiman kusebhimgga
mencerminkan adanya kesemrawutan tata ruang dalakie¢rdayaan
ekonomi penghuninya.

4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan konyang
hidup secara tersendiri dengan batas-batas kebamlagan sosial yang
jelas, yaitu terwujud sebagai :

a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negdan karena
itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.

b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian sibbuah RT
atau sebuah RW.

c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud selsefauah RT
atau RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah Keloyatian
bukan hunian liar.
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5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekoniihak
homogen, warganya mempunyai mata pencaharian dagkati
kepadatan yang beranekaragam, begitu juga asabinuas

Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh adalahkangang

bekerja di sektor informal atau mempunyai mata pkagan tambahan di

sektor informal.

Relokasi Pemukiman Penduduk

Relokasi pemukiman penduduk bantaran Sungai KaiMogus
(dalam Trisnawati, 2005:16) merupakan kegiatan ydilgksanakan oleh
Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka penataaraskawbantaran
sungai sebagai jalur hijau. Sebagaimana termuanddlndang-undang
Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai, wilayah ragdus dari bibir sungai
ke daratan harus bebas dari pemukiman dan kawagastti.

Selain itu (Kawilarang dalam Budiono, Dahlan, & Aitldh
1997a:121), menjelaskan bahwa relokasi adalah pEinan/ penempatan
kembali masyarakat ke lokasi lain sesuai dengacarentata ruang. Disini
keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat adalalb@han hunian dari
lokasi kumuh ke satu lokasi baru terbangun (lenglk&mgan prasarana dan
sarana kota).

Dari konsep-konsep di atas dapat dijelaskan bahelakasi
pemukiman penduduk merupakan suatu kegiatan pehand&awasan
perumahan dan pemukiman ke lokasi baru lengkap agersgrana dan
prasarana perkotaan yang sesuai dengan rencana tatanuang kota
(RUTRK). Ada beberapa kegiatan dalam pelaksandakas pemukiman
pendudukdi bantaran Sungai Karang Mumus, diantaradglah :

1. Pemindahan/ Pembongkaran Kawasan Pemukiman

Perumahan liar yang berada di lokasi yang tidakuaedengan
rencana tata ruang, terutama yang ada di lokag) pabpahaya atau yang
dapat membahayakan daerah sekitanya, seperti rliaralyang ada di
bantaran sungai dan sepanjang jalur pengamandereth api, tidak dapat
dilakukan perbaikan atau peremajaan pemukiman kunRérumahan
tersebut harus dibongkar dan penghuninya harusabpind tempat lain
(Tandjung dan Budiono, Dahlan & Abdullah 1997b:15).

2. Penyiapan lahan

Penyiapan lahan merupakan aspek pertahanan yaggt sdrategis
dalam penyelenggaraan pembangunan. Pembangunanbekegianjutan
bila penyediaan dan pengendalian tanah dilakuk&araeberkelanjutan
pula. Penyiapan lahan untuk pemukiman pada umurselyagaimana yang
ditempuh saat ini adalah, pertama melalui carajsanmabebasan lahan yang
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang adaadarprinsipnya harus
dilakanakan secara musyawarah dengan para pepeiikégang hak tanah
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yang akan dibebaskan, dan kedua adalah dengarnraasaksi langsung
baik antara pengembang badan usaha pemerintahuatqagngembang
swasta dengan masyarakat pemilik lahan. Dengan kaemimaka
perumahan beserta tanah bagi masyarakat yang mdekiliki lahan di
wilayah permukiman akan dapat memperolehnya derogaa membeli
rumah maupun dengan sistem KPR (Sujarto dalam Bodi®ahlan &
Abdullah 1997¢:52).
3. Penyuluhan dan Santunan/ Pola Penggantian Ban@i<dn

Untuk memindahkan warga sekitar sungai itu dipentukerbagai
pendekatan. Pola hidup, tradisi dan pandangan wangg selama bertahun-
tahun tinggal dipinggir sungai tentu telah teribgh lingkungan itu. Untuk
itu perlu persiapan panjang, penyadaran melaluyydahan-penyuluhan
secara sangat manusiawi terhadap warga yang tindgana guna
menunjang pengembalian fungsi lingkungan sungasysliaakat menerima
ganti rugi untuk seluruh jenis kerugian, yang ddr&gn sesuai dengan nilai
pasar dan menurut peraturan perundang-undanganbgataku (Davidson
1993:51).
4. Pengadaan Prasarana dan Sarana Lingkungan Perumddman

Pemukiman

Suatu kawasan perumahan dan pemukimn ideal ddjbett dipabila
terdapat adanya kelengkapan prasarana dan saramangb@an dan
pemukiman, hal ini sangat penting didalam pengemdiankawasan
perumahan dan pemukiman. Kelengkapan komponen perank ini
meliputi unsur sarana tempat tinggal dari berbageiongan; sarana
pelayanan social dan pelayaanan umum; prasaraglahgan seperti jalan
dan fasilitas umum  (Sujarto dalam Budiono, Dahl&n Abdullah
1997d:58).
5. Pengadaan Rumah Sangat Sederhana

Pembangunan rumah sangat sederhana (RSS) hapsnetaenuhi
persyaratan lingkuangan hunian yang layak dan iokas aksesibel
terhadap pusat-pusat kegiatan/ kota sebagai pengyterkembangannya.
Untuk memenuhi persyaratan tersebut, lokasi unteknlangunan RSS
harus ditempatkan tidak berjauhan dengan lokasatpkiegiataan/ kota.
Pertimbangan pengadaan RSS harus sesuai dengatarsi@rumahan
nasional, antara lain rumah benar-benar sesuadataterjamin haknya,
lingkuangan bersih, aman dan jauh dari pencemaksars¢no dalam
Budiono, Dahlan & Abdullah 1997e:40).
6. Pembangunan Fasilitas umum dan Fasilitas Sosial

Dalam rangka pengadaan perumahan dan pemukimaa, pedu
memperhatikan kelengakapan fasilitas umum danitéssisocial lainnya.
Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas socialg@erpembangunan
gedung sekolah, pasar, terminal, hidro kebakaramp&at sampah dan
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tempat ibadah. Termasuk juga dalam hal pendandakspeaan kegiataan
dilakukan dalam upaya percepatan relokasi pemukipamduduk dari
bantara Sungai Karang Mumus.

M etode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenisefigan deskriptif
dengan menggunakan metode analisis kualitatif. MenNawawi (1998:9)
mengatakan bahwa metode deskriptif dapat diartilsetbagai prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggaerbatau melukiskan
keadaan subyek atau obyek penelitian seseorandpafgan masyarakat, dan
lain-lain pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakting tampak atau
sebagaimana adanya.

Dalam membahas tentang analisis data dalam panekitialitatif, para
ahli memiliki pendapat yang berbeda. Huberman ddasMnengajukan model
analisis data yang disebutnya sebagadel interaktif. Model interaktif ini
terdiri dari tiga hal utama, yaitu: (1) reduksi @af2) penyajian data; dan (3)
penarikan kesimpulan/verivikasi. Ketiga kegiatarsebut merupakan kegiatan
yang jalin- menjalin pada saat sebelum, selamasdandah pengumpulan data
dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasarmuyang disebut
analisis (Miles dan Huberman, 1992).

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Relokas Pemukiman Penduduk Bantaran Sungai Karang Mumus Di Kota
Samarinda
1. Pemindahan/ Pembongkaran Kawasan Pemukiman

Kegiatan relokasi merupakan kegiatan pemindahangurem/
rumah dari bantaran Sungai karang Mumus ke lokasiykiman baru yang
lebih layak. Setiap bangunan yang ada dibantaramg&karang Mumus
akan dipindahkan dengan ketentuan telah masuk lglu yang dihitung
40-60 Meter dari as atau titik tengah lebar sungagiatan pemindahan/
pembongkaran bukan hanya dilakukan tim operasi@iakimbangkot,
namum merupakan kegiatan yang dilakukan secaraslisektoral, jadi
merupakan gabungan antara pihak Diskimbangkot, {ptdiagian Hukum
Setda, Staf Kecamatan, Staf Kelurahan, Satpol PRed?a setempat, 2
orang sekretariat dan masyarakat, yang dilakukarargaemanual atau
dengan tangan tanpa menggunakan alat-alat beragtPterjadi, di sekitar
JI.Muso Salim, ada warga yang tidak bersedia udipihdahkan dengan
alasan biaya santuanan yang tidak sesuai dengapamar dan ada juga
pemilik asli bangunan yang tidak bersedia untukindiphkan, karena
menurut warga yang bersangkutan, rumah sewaan miaraa Sungai
Karang Mumus tersebut merupakan ladang investasidapatan bagi
keluarganya. Namum, pada akhirnya dapat dipindahkema melalui
pendekatan persuasif yang dilakukan pemerintahar&ammum, warga di
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bantaran Sungai Karang Mumus bersedia dipindahkamena masyarakat
sangat diuntungkan sekali dengan adanya programsudah dijamin
mendapatkan rumah gratis, juga ditambah dengan samiwian/dibongkar
dari pemerintah. Kegiatan pemindahan/ pembongkaaiean dilakukan
sepanjang warga yang bersangkutan siap, lokasi uk@man baru siap
(dalam artian rumah pengganti telah siap), dan avgmng bersangkutan
telah diberikan santunan pindah.

2. Penyiapan Lahan

Kegiatan penyiapan lahan adalah kegiatan yang udkikak
Pemerintah Kota Samarinda dalam memfasilitasi kétart lahan akan
pemukiman bahwa warga eks bantaran Sungai Karangnuglu khusus
untuk penyiapan lahan seperti contoh di Bengkumiagp di Sambutan
dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Tim@tatus awal
kepemilikan lahan adalah tanah atas hak milik waegampat, jadi strategi
pemindahtanganan kepemilikan lahan kepada Penteritdéa Samarinda
adalah melalui pembebasan lahan. Penyediaan labarukoman baru
dilakukan dengan alokasi dana khusus secara bprtaienyesuaikan
dengan besarnya anggaran daerah yang dilakukanPRaeterintah Kota
Samarinda sejak tahun 1998 dan pelaksanaannyaalikada pada Rencana
Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) dengan tujuan untukgpenbangan
kota, keindahan kota dan antisipasi bahaya ba®gfauh ini ada 6 lokasi
pemukiman baru yang telah disediakan oleh peméridiéa ditempati oleh
penduduk yang sudah direlokasikan dengan total weng 1.355 unit.
Kedepannya Pemerintah Kota Samarinda telah merakaanokasi baru
bagi warga yang belum di relokasikan tepatnya ta@0di4 Pemkot
Samarinda berencana membangun 1.000 rumah sebawgggamti warga
yang masih di bantaran Sungai Karang Mumus.

3. Penyuluhan dan santunan/ pola penggantian bangunan SKM

Pola penggantian bangunan SKM merupakan pola gantting
berupa uang dan benda (bangunan rumah) secars yaag diberikan oleh
Pemerintah Kota Samarinda kepada warga pemilik bahgunan di
bantaran Sungai Karang Mumus. Mekanisme pembeaatuigzan hanya
akan diberikan kepada warga pemilik asli yang tekleli bantaran Sungai
Karang Mumus dan diberikan setelah dilakukan pemkaran terhadap
bangunan yang dimaksud. Berkenaan dengan kepembi&agunan, maka
penyewa bangunan tidak mendapatkan rumah gratipunauang santunan,
kompensasi tersebut hanya akan diberikan kepadgavwesmilik bangunan
asli. Kemudian, sebelum pemberian santunan kepadgawada semacam
verifikasi data (nama kepemilikan akan rekeninglatrik, telepon dan lain
sebagainya atas bangunan rumah yang dimaksud) Kigaenmbangunan
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yang dilakukan oleh Pemkot, untuk membedakan anpamilik asli

bangunan dengan warga penyewa.Sejauh ini, berketegan kompensasi
yang diberikan oleh Pemerintah Kota Samarinda, gapgn mayoritas
masyarakat sangat senang sekali, masyarakat mésdsantu dengan
adanya program ini karena dapat bermukim di pemakigang lebih layak
huni. Mengenai kegiatan penyuluhan atau sosiajidagi pada saat relokasi
masih asing ditelingga masyarakat, sosialisaskaldan dibalai kelurahan
setempat, namum sekarang sosialisasi dilakukanadeogradoor to door

(dari pintu kepintu), jadi hanya warga yang bangumamahnya yang
masuk dalam jalur hijau yang akan dikunjungi tinei@sional pemindahan.

4. Pengadaan prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan
pemukiman
Prasarana dan sarana pemukiman merupakan fasilitas

(perlengkapan) penunjang kelengkapan bangunan padavasan
pemukiman, yang dapat berupa jalan, sistem draitigsek, air dan lain
sebagainya. Dalam pengembangan kawasan pemukinmaludaek, maka
fasilitas tersebut di atas harus dilengkapi tedetz@ihulu. Berkenaan dengan
pelaksanaan relokasi pemukiman penduduk bantaramgaSuKarang
Mumus, sejauh ini pelaksanaan pengadaan prasamasagana lingkungan
pemukiman dan perumahan semua sudah terlaksamaalikeuntuk
pengadaan listrik, air serta infrasruktur dibebarbykasi pemukiman baru.
Sejauh ini, pengadaan listrik dan air di kawasanyleman baru masih saja
menjadi kendala, hal ini dikarenakan belum adangsakaan atau
koordinasi dan kerjasama yang apik antara instagsierintah. Di satu sisi
Diskimbangkot telah siap dengan komplek perumahanngmun di lain
sisi PLN dan PDAM belum mampu untuk memasok ketkariudkan listrik
dan air di kawasan pemukiman baru secara maksitaghgan listriknya
sudah ada, tinggal menunggu kemampuan daya PLN, s@chuanya
tergantung PLN. Mengingat pasokan kebutuhan akstnklijuga harus
mempertimbangkan ketersediaan daya listrik dan kgmman daya pasok
daerah. Kemudian mengenai pengadaan air bersilih masnunggu PDAM
dalam memasok kebutuhan akan air bersih, karenmsyger pipanya telah
dibuat. Kemudiaan mengenai pengadaan prasaransadama pemukiman
baru, dilakukan secara bertahap, menyesuaikan demggaran daerabh.

5. Pengadaan rumah sangat sederhana (RSS)

Pelaksanaan pengadaan rumah sangat sederhana dR&8kan
secara bertahap yang disesuaikan dengan anggargrnagla. Pemerintah
Kota Samarinda bekerjasama dengan Perum PerumnapiltEk swasta
dalam hal pengadaan RSS,yaitu PT. Gavindo, PT.d8oMukti dan PT.
Bumi Hijau Abadi. Sejauh ini pengadaan RSS dengan 36 yang berada
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diatas tanah seluas 15¢ khusus diperuntukkan bagi warga eks bantaran
SKM, namun setelah diberikan kepada warga, untukg@mbangan
selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada pemihgupean apakah akan
ditempati atau kah untuk hal lainnya (dijual). Dangmengacu pada SK
Walikota Nomor 640/220/HUK-KS/2003 tentang penetapamberitahuan
bantuan atas tanah dan bangunan SKM, pemberiarhrs@tara gratis oleh
Pemkot dilakukan berdasarkan pada jumlah ukuranygmag disesuaikan
oleh luas bangunan rumah asalnya dikawasan baritish Untuk lokasi
pemukiman baru dari Pemkot Samarinda merencanakaRelita VI,
Sambutan dengan luas 11 hektare. Pada tahun asilad&sebut baru masuk
tahapan sebatas penyusunan Detailed EngineeringigrDe@DED).
Sedangkan di Handil Kopi dengan luas 1,3 hektarantani sudah masuk
pematangan lahan telah selesai.

6. Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial

Untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitasasosejauh ini
telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Samariraaia Rtovinsi melalui
DPU secara bertahap dengan menyesuaikan besargaramglana untuk
membiayai pelaksanaan fasum dan fasos ini. Untskités umum dan
fasilitas sosial yang telah dipersiapkan, ada peguo@an tempat ibadah,
tempat sampah dan lain-lain. Untuk pembangunan laelsgkolah di
beberapa lokasi telah siap, namun tidak semua ildlasis dipersiapkan
bangunan sekolah karena disana sudah ada bangekalahs yang telah
berdiri sebelumnya, jadi tinggal mengikuti saja.

Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Relokas Penduduk
Bantaran Sungai Karang Mumus

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksa
kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikutndalelaksanakan program
relokasi ini terdapat beberapa kendala/ masalaly y@erlu mendapat
perhatian dan pemecahannya, antara lain; (a) aderdye warga Sungai
Karang Mumus yang menuntut penggantian berlebiham jdtah yang
semestinya, (b) terdapat beberapa bangunan tebgudh (mushola) yang
sampai saat ini belum dibongkar, menyusul sudadedesinnya bangunan
masjid di lokasi pemukiman baru. Namun, masalahsimah ditangani
langsung di tingkat atas (Walikota), (c) di lok@gimindahan, pemenuhan
fasilitas listrik dan air bersih dilakukan secarartBhap, menyesuaikan
dengan kemampuan PLN dan PDAM, sehingga ada bebe&rama yang
telah mendapat rumah penggantian tetapi belum dapatkmati fasilitas
tersebut, (d) pemukiman liar yang tumbuh di hulumdai Karang Mumus,
meskipun telah ditertibkan oleh Satuan OperasiBealgawasan Bangunan
(WasBang) tetap terkendala oleh adanya dokumemiigkan lahan yang
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mereka peroleh, (e) penyediaan lahan menjadi safahfaktor penghambat
juga karena dalam pembebasan lahan untuk pemukhmams melihat
rencana perkembangan kota serta harga jual tamahtiyegi, dan (f) faktor
alokasi dana dalam rangka pelaksanaan relokasiuNatiari semua faktor-
faktor tersebut, faktor dana adalah faktor domingang menjadi
penghambat pelaksanaan kegiatan relokasi/ pemindakawasan
pemukiman penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus.

Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan relokasi penduduk bantaran Si@gang Mumus
ada beberapa tahapan yaitu tahap awal pemindateanthomgkaran
kawasan pemukiman, dalam pemindahan dilakukansafzngetahuan
pemilik asli bangunan. Kegiatan pemindahan/ pemkarag dilakukan
terhadap bangunan dengan kriteria-kreteria tertepékni dengan
beracuan pada SK Walikota Samarinda Nomor :650H8R/
KMS/1998, pada Bab | dalam pengertian umum dinyatakahwa :
“Proyek relokasi adalah bagian dari pelaksanaagramo kali bersih
dan penataan Sungai Karang Mumus di mana salahpsagwamnya
adalah memindahkan bangunan-bangunan yang mayangaspakan
pemukiman kumuh yang berada pada radius 5-20 nusar tepi
sungai”. Dalam tahapan selanjutnya yaitu penyedikdran serta
pengadaan rumah sangat sederhana, pemerintah sekkfasilitasi
dalam hal ini bekerja sama dengan pihak swastaukhya untuk
pengadaan rumah sangat sederhana. Sedangkan @mgadipan lahan
dilakukan dengan pembabasan lahan Dengan mengada $K
WaliKota Madya Kepala Daerah Tingkat 1l Samarindamr
650/087.A/HUK-KS/1999 tentang rencana kerja pengadaanah.
Tahapan selanjutnya yaitu penyuluhan dan santypwa/penggantian
bangunan, dalam hal ini penyuluhan dilakukan olelagiterkait yaitu
Diskimkot Samarinda kepada penduduk bantaran Suk@gaang
Mumus. Dalam Pola Pergantian bangunan pemerintediciien pada
SK Walikota Samarinda Nomor 640/195/HUK-KS/2001 tse6K
Walikota Samarinda Nomor 640/288/HUK-KS/2003 tegtaenetapan
pemberian bantuan atas tanah dan bangunan dan Skkol&a
Samarinda atas nama Walikota Samarinda Nomor 481/681UK-
KS/2002 tentang pembentukan tim pengarah dalanksapgmberian
bantuan santunan untuk percepatan relokasi wargenteSungai
Karang Mumus. Tahapan terakhir yaitu pengadaarapaa dan sarana
lingkungan perumahan dan pemukiman serta pembangfasilitas
umum dan fasilitas sosial. Dalam tahapan ini khogasdalam
pengadaan merupakan sangat mutlak sehingga apadmsigarakat akan
dipindakan melihat kondisi pemukiman baru yangrdjleapai berbagai
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fasilitas akan sendirinya pindah kepemukiman baru.

2. Pelaksanaan pemukiman penduduk di bantaran Suragan Mumus
sebagai upaya perlindungan fungsi sungai adalah sdtu Program
Kali Bersih (PROKASIH) dengan salah satu programoras adalah
merelokasikan bangunan beserta penduduknya daadeawkumuh di
bantaran Sungai Karang Mumus pada radius 5 - 2@rnutri tepi
sungai untuk di pindahkan ke kawasan pemukiman lgang layak
secara lingkungan. Dalam perencanaan merelokasgamduduk
tersebut jumlah bangunan yang akan di bongkar lada&banyak 3.915
bangunan rumah, setelah proyek berjalan sejak td9@8 sampai
sekarang jumlah bangunan yang baru berhasil dgksonsebanyak
1.356 bangunan sehingga jumlah bangunan yang bdiubongkar
adalah sebanyak 2.559 bangunan.

Dalam hal ini bahwa program relokasi yang di laksam oleh
Pemerintah Kota Samarinda tidak sesuai dengan dahpglaksanaan
yang telah direncanakan dengan berbagai kendatpa@an dilapangan
baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat yargmitiki
beragam alasan sehingga program relokasi belueid¢seskan.

Rekomendasi :

1. Perlunya penambahan alokasi dana anggaran kegigieaataan
bantaran Sungai Karang Mumus dalam anggaran petadapan
belanja daerah (APBD) Kota Samarinda, agar progparcepatan
pelaksanaan relokasi/ penempatan kembali kawasarmugiman
penduduk di bantaran Sungai Karang Mumus dapat raege
terselesaikan.

2. Pemerintah selaku pelaksana kegiatan relokasi haroska dalam hal
memberikan kebijaksanaan kepada masyarakat yakgnterrelokasi
sehingga masyarakat memahami akan program yangsalilakan
pemerintah.

3. Diperlukan adanya itikad baik salingharing (berbagi informasi)
anatara pelaksana teknis dengan warga yang tetsdmipat tinggal di
kawasan permukiman baru mengenai permasalahandy@naui warga
di permukiaman baru, agar warga merasa tenang dehkgadisi
kawasan permukiman penduduk.

4. Diperlukan adanya koordinasi yang baik antara selal teknis
kegiatan dengan instansi terkait lainnya, khususiglam pengadaan
prasarana dan sarana permukiman berupa penyedsan lidtrik di
setiap rumah dan aliran air di permukiman, agargadidak selalu
mengeluh. Dengan demikian apabila prasarana danaafasilitas
umum dan fasilitas sosial dapat terpenuhi sesuagaie perencanaan
sebelumnya, maka dengan semangat warga bersedahpie kawasan
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permukiman baru, dan hal ini akan mempercepat prpsenindahan
warga dari bantaran Sungai Karang Mumus ke pemukiriparu
sehingga mampu menciptakan lingkungan dalam kotg yeduh, rapi,
aman dan nyaman.
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